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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 1985
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA

WALTIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT IT SURABAYA

g : Bahwa dalam rangks lebih meningkaikan kelancaran pelaksanaan tu-
gas-tugas Ketua, Wakil Xetua dan Anggeta Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta memperhatikan
pedeman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980
junocte Peraturan Menteri Dglam Negeri Nomor 160 = 1322 tahun -
1985 dipandang perlu untuk mengatur kedudukan keuangan bagi Ke-
tua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Ketamadya Dnerah Tingkat II1 Surabaya, dengan suatu Peraturan Dae
rah.

@l :+ 1. Undsng-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok=pokok Pemerine
tahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor {16 tahun 1950 tentang Peubentukan Daerah
Keta Bemar dalam lingkungan Prepinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncio Undangeun -
dang Nemor 2 tahun 1965 j

3. Peraturan Pemerintah Nomor $abmhun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggung jawaban dan Pengawasan Kewangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dglam Negeri Nomer 3 tahun 1980 juncte Per

aturan Menteri Dalam Negeri Nemer 160 - 1322 tahun 1985.

. z=—setujuan Dewan Perwakilan Rgkyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sursa-

MEMUTUSKAN

-y : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT TI SURABAYA TENTANG -
KEDUDUKAN "KEUANGAN KRTUA, WAKIL KETUA DAN ANG=
GOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TILGEAT II SURABAYA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 4

x - Peraturan Dgerah ini yang dimaksud dengan istilah :
‘emerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IT Surabaya ;
:e Xepala Daerah, ialah Waliketamaiya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

‘0

2, Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II -
Surabaya 3

. “zng paket, iaslah uang yang dibayarkan kepada anggeta Dewan untuk setiap
hari menghadiri rapat-rapat Dewan yang sah, yang dida-
lamya termasuk uang sidang, uang pengangkutan lekal
dan luar kota serta uang makan ;

& ~zng representasi, ialah tunjargan bulanan tetap berupa uang yang diberi-
kan kepada Ketua dan Wakiliewakil Ketua Dewan sehubung-
an dengan kedudukamnya ;

“-ng kehermatan, ialah tunjargan bulanan tetap berupa uang yang diverikan

Lh

¥epada Pimpinan Dewan sehubungan dengan jabatannya se—
bagai Ketua dan Wakil Ketua ;

& --njangan Pimpinan Kemisi, ialah tunjangam bulanan tetap berupa uang yang
diberikan karena melaksanalkan jabatan Pimpinan Kemisi
dalam 1 (satu) tahun sidsng ;

e njangan Pimpinan Fraksi, ialal tunjangan bulanan tetap berupa uang yang
diberikan karena melsksanakan jabatan Pimpinan Fraksi dala
dalam 1 (satu) tahun sidang ;

Tzngegal mulai memangku jabaton Ketuan, Wakil Ketua dan Anggota Dewan, ialah
tangegal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji
pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Angge

ta ;

tt

- 2zat berhenti memangku jabatan Kotua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan, ialah
tanggal morcla menyatakan berhenti, diberhentikan atau
meninggal dunin,.

B AR II
KEDUTUKAN KEUANGAN
Bagian Pertams
UANG PAKET
Pagal 2

a; paket harian bagi para Anggeta Dewan masing-masing, sebesar Rpe. 10.000,00
gr; Juh ribu rupiah) setiap kali menghadiri rapat Dewan yang sah dengan keten
w= balwa untuk rapat satu hari satu malam dihitung 1 (satu) kali uang paket,
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Pagal 3

Xepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan tidak dibverikan uang paket untuk rapat-
rapat yang dipimpin atau dihadirinya.

Pasal 4

Rapaterapat yang sah dari Panitia dan lain sebagainya yang dibeniuk c¢leh De
war dipandang sebagai rapat=rapat Dewan dan terhadzpnya berlaku ketentuan -
katentuan sebagaimana dimakasud dalam paszl 2 Peraturan Daerah ini,

Bagian Kddun
UANG KZHORMATAN
Pasal b5

(1) Uang kehormatan ditetapkan bagl
as Ketua Dewan, sebesar Rp. 200.,000,00 {dua ratus ribu rupiah) ;

be Wakil Ketua Dewan, sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima
ribu rupiah) ;

(2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat {1) pasal ini kepada Ketua dan
Wakil Ketua Dewan diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan laimnya me
nurut peraturan yang ditetapkan bagi Pegnwai Negeri / Daerah,

Bagian Ketiga
UANG REPRESENTASI
Pasal 6

~samping penghasilan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, setiap bu
_im diberikan uang represemtasi untuk :
a- Xetua Dewan, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
1. Wakil Ketua Dewan, sebesar Rpa 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu
rupiah).

Pasal 7
*syawnl Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik In
m-egia yang diangkat sebagai Ketus dan Wakil Ketua Dewan tidak dibenarkan
mx evima penghadilan rangkap.

Fasal &

m:ila uang kehermatan sebagai Ketua, Wgldl Ketua Dewan kurang dari pada ga~
B »ada waktu yang bersangkutan akiif sebagai Fegawal Negeri, Pegawai Daerah
paz jpgkatan Bersenjata Republik Indonesia, diberikan tambaham berupa seli-
R dari kedua penghasilan itu,

Pasal 9

Beala Dgerah dapat memetapkan tunjmngan khusus atau tunjangan lainnya bagl
Pr=ia, Wakil Ketua dan Anggeta dengan memperhatikam kemampusm keuangan Dae—
.
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Bagian Kesmpat
TUNJANGAN PIMPINAN KOMISI-KOMISI
Pasal 10

Twnjangan Pimpinan Kemisi-kemisi dalam Dewan untuk setiap bulan adalah seba-
gal berikut 3

a, Ketua, sebesar Rpe 45,000,00 (empat puluk lima ribu rupiah) ;

b, Wakil Ketua, sebesar Rp. #0,000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

¢. Sekretaris, sebesar Rp. 35.000,00 (tigs puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kelima
TUNJTANGAN PIMPINAN FRAGSI=FRAKST
Pasal 11

Tenjangan Pimpinan Fraksi~-fraksi dalam Dewan wntuk setiap bulan adaiah seba~
gal 'borikut H

a. Ketua, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluvh lima ridba rupiah) 3

¥, Walkil Ketua, sebesar Rp. 30.000,C0 (tiga puluh ribu rupiah) ;

¢. Sekretaris, sebesar Rp. 25.000,00 (@ua puluk lima ribu rupiah) .

Bagiakr Keenanm
TUNJANGAN PINMPINAN, ANGGUTA FANITIA
ANGGARAN DAN PANITIA KIUSUS
Pasal 12

Pxajangan Pimpinan, Amggeta Panitia Anggeran dan Panitia Khusus dalam Dewan
tiatur oleh Fimpinan Dewan dengan memperhatikan kemampuanm anggaran Pemerine
tak Daerah,.

Bagian Xetujuh
UANG HARIAN PADA WAKTU
MENGADAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 13

Wmrg harian pada waktu mengadakan peninjauan oleh Pimpinan dan Anggota De-
mr ditetapkan dengam ketentuan yang berlaiu.

Dagian X=delapan
UANG PENGGANTIAN BEAYA BEROBAT
Pagal 14

. Uang penggantian beaya bercbat bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
sebesar Rpe 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

2. Uamg penggantian beays perawatan/epname termasuk rekemimg dekter, harga
ebat—ebatan dan ssbagainya berlaku bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota De-
wan sebesar nilai kwitansi resmi dari rumah gakit ymng bersangkutan, se
dargkan untuk isteri dan amak-amak diatur olsh Pimpinan Dewan.
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Bagian Kesembilan
TUNJANGAN KEMATIAN
Pasal 15

(1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dean moningral dunia, kepada akli wa-
risnya diberikam tumjangan kematinr sebrnyak 1 (3atu) tulan uang ke—
hormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunis didalam
dan atau karena merjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian 2 (du~
2) bulan uang kehormatan bersil ;

(2) Apabila Anggeta Dewan meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan
tunjangan kematian sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumiah tunjangan -
kehormatan bersih yang diterima oleh secrang Wakil Ketua.

Pasal 16

Pengangkutan jenasah Ketus, Valdl Kelus Zrr Mmggeta Lewan yang mendngzal
duniz, dari tempat kedudulan ketempat kodiznon semula, apabila dikshen ~

daki ahli waris ditanggung eleh keumiorn Pencrintnh Daerah.

Bagian Xecepuiuvh
TrNDA PINGEARCGAAN

Pasal 17

(1) Kepada Keiua, Waliil Keiua dan digaota Doven pada akhir masa jabatan—
nya atan pada wakiu diberhentikan dexigan hormat dari jabatammya atau
meninggal dunia, dibsrikan vang tanda penghargaan yaitu j

de Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewen uniuk tiap 6 (enam) bulan memang
kn jabatan sejumlah 1 (satu) kali usng kehormatan bersih dengan =
sebanyak=banyaknya 6 9enam) kali unang kehormatan bersih j

be Bagi Anggeta lewsn sewnai densan ketentuan ayat (1) buruf a pasal
ini, ekan tetapi Vesarmya usng kehormatan beraih bagi Angsota di-
tetapkan Jengan Keputusan Kapnla Daerah dengan msmperhatikan ke -
mampuan Pemerintah Dacrah dencan scbanyak-banyaknya 2/3 (dua per—
tiza) dari unang kehormaten bersih yang diterima eleh seorang Wakil
Ketna ;

(2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 {enam) bulan dibulatkan ke~
atas menjadi 6 (enam) bulan penuh j

(2) Dalam hz)l Ketua dan Wakil Ketua serta Anggeta Dewam meninggal dunia,
nang tanda penghargaan dimzksud pada ayet (1) pasal ini diverikat ke-
pada ahli warisnya.
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B AB I1I
RUMAH JABATAN
Pagal 18

Untuk Ketus dan Wekil Ketua Dewan selama memeks dalsm jabatan ter—
sebut dan bilanana keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan, dapat

disediakan sebuah rumah jabatam dengan keteniuan bahwa beaya peme=
liharaan pemakaian air, pensrangan dan gas untuk rumah itu ditang-
gung eleh Pemerintah Dasrah dan harue ditinggalkan / dikembalikan

kepada Pemerintah Dasrah tanpa suatu kewajiban dard pihak Pemerin-
tah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagal Ketus dan

Wakil Ketuas Iaoyaw.

B AZ Iv
KETENTLAN ERSUIUP
Pamal 19

Dengan berlokunya Peraturan Dasrah ini semua ketentuan~ketentuon =
yang pertiah ads sebelumnya dinyetakan dieabut dan tidak berlakw,—

Pasal 20

Hal=hal yzng belum cukup diatur dalam Peraturan Doerah ini, sepan=
Jang pelaksanaemya skan diatur lebih lanjut oleh Kepala Deerah.

Pagal 21

(1) Peraturan Deerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

(2) Mengmdanskan Peraturan Dasrah ini dalam Lembaran Deerah Kotie
madya Daerzh Tingkat I1 Surabaya.

Surabaya, 8 Agustus 1985

ISAAN PERWAKTLAY RAKYAT DABRAH WALTKOTAMALYA KEPALA DAERAH
MPTAMADYA DARRAH TIKGKAT IT SURAEBAYA TINGKAT II SURABAYA
Katua.,
$ta ttd

STANY SOEBAKIR dr, POERNOMO KASIII




SNJELASAN ATAS PERATURAN DABRAH KOTAMADYA DARRAH TINOKAT IT SURADAYA

NOMOR 13

TAHUN 1985

TENTANG
KEBUBUXAN XRUANGAN KNTUA, WAKTL KETUA BAN ANGGOTA DENAN
PERWAKILAN RAKYAT BAERAH KOTAMADYA BAERAH TINGKAT II SURABAYA

[» PTUELASAN MM

Besuai dengan ketentuan yang telsh ditetapkan dalam Undang=imdang Nemer
> sahun 1974 pasal 28 gyat (1) yang menegasian babwa kedudukam keuangan Ketua,
vaxil Ketua dan Amggeta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Paraturan
Jsrah sehingga dengan Peraturan Deerch ini, keduduken kenangan Ketua, Wakil =
Ietua dan Anggeta Dewsr Perwakilan Rgkyat Daorak Ketamadya Bgerah Tingkat 11 -
surgbaya telah mempunyai lardasan hukum sebagaimans dimaksud dalam Undang—um =

diang Yomor 5 tahun 1974 tersebut.

Sedangkan materi dari Peraturan Paerah ini tidsk lepas dari ketentuane
xetentusn yang telah ditetapkan dalam Peraturzn ¥enteri Dalam Negeri Nomer 3
tammn 1980 juncte Peraturan Menteri Dalom Megert Nomer 160 -~ 1322 tahun 1985,

. PXUELASAN PASAL DRMI PASAL :

*asal 1 ayat (1)
ayat (2) huruf a sampai —
dengam mruf f
hmruf g

*asal 2 sampai dengan pasal 8
asal 9

*asal 10 sampai dengan pasal 21

an

Culup Jjelam ;

Cukup jelas ;

1+ Saat Anggeta Dewan Perwakilan Rakyat
DRerah berhenti / diberhentikan adalah
pada saat yang bersangkutan telah me=
nerima Keputusan pemberhentian dari -
atasen yang berhak mengangkat

2, Apabila Anggeta Dewan Perwakilan Rakss
yat Tiereh menimggal dunia, maka pada
saat meninggalnya dinyatakan berhenti.

Cukup jelam ;

Tunjangan khmsus tarmaksud pasal ini ada=
lah tunjangan dan fasilitas lainmya yang
ditetapkan eleh Kepala Bzerah setelah men
dengan pendapat Pimpinan Dewan guna memuns.
Jang kelancaran tugas Dewan,

Cukup jelam.=

=0e0- Ip.



